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P U T U S A N

Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Tarakan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tawau, 09 September 1982,

umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  Wirausaha,  tempat  kediaman  di  ALAMAT,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK. , tempat tanggal lahir Tarakan, 07 April  1979, umur 43

tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Wiraswasta,  tempat  kediaman di  dahulu  di  ALAMAT,

Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan

pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Maret 2023 yang

didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tarakan,  Nomor

195/Pdt.G/2023/PA.Tar,  tanggal  30  Maret  2023,  dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1.   Bahwa,  pada  tanggal  26  Februari  2002,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama  Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi

Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXtanggal 06 Maret 2003; 
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2.   Bahwa,  sesaat  setelah  akad nikah,  Tergugat  mengucapkan sighat  taklik

talak yang terdapat dalam buku nikah dan ditandatangani; 

3.   Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

kediaman bersama di rumah sewa di ALAMAT selama 17 tahun, hingga

pisah; 

4.   Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri  dan telah dikaruniai empat

orang anak bernama; 

a. ANAK 1, tempat, tanggal lahir :Tarakan, 14 Mei 2002, saat ini anak

tersebut diasuh oleh Penggugat;  

b. ANAK 2, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 24 Desember 2003, saat

ini anak tersebut diasuh oleh Pengugat;  

c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir:  Tarakan, 24 Mei 2010;  

d. ANAK 4, tempat, tanggal lahir:, Tarakan, 21 Maret 2017;  

5.   Bahwa,  kurang  lebih  sejak  bulan  Juli  tahun  2019  Tergugat  pergi

meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah.

Selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta

tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti  di  wilayah  Republik

Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi  nafkah wajib kepada

Penggugat  dan  tidak  meninggalkan  harta  benda  yang  dapat  digunakan

sebagai  pengganti  nafkah Penggugat,  serta  Tergugat  membiarkan (tidak

memperdulikan) Penggugat; 

6.   Bahwa,  Penggugat  telah  berusaha  mencari  Tergugat,  antara  lain

menghubungi  keluarga  Tergugat,  namun  keluarga  Tergugat  juga  tidak

mengetahui keberadaan Tergugat; 

7.   Bahwa,  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat  sangat

menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela; 

8.   Bahwa,  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: 
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PRIMER :

1.   Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2.   Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; 

3.   Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT)  terhadap Penggugat

(PENGGUGAT)  dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 

4.   Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

yang  timbul  akibat  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang

berlaku; 

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun membina

rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena  Tergugat tidak

pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  XXXatas  nama  Penggugat  dengan

Tergugat  sebagai  suami  isteri,  yang  diterbitkan  oleh  Kepala  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan Sebatik,  Kabupaten Nunukan,  Provinsi  Kalimantan Utara

tanggal 06 Maret 2003, bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen) dan

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda

P.;
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B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga,  bertempat  kediaman di  ALAMAT,  di  bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  tante

Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT; 

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri sah; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

ALAMAT, hingga akhirnya berpisah; 

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikarunai

empat orang anak; 

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran anatara Penggugat

dan Tergugat saat mediasi keluarga;

-   Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal  karena Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat

pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,

- Bahwa saksi  pernah menasihati  Penggugat  agar  rukun kembali  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Mahasiswa,  bertempat  kediaman  di  ALAMAT,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  saksi  adalah  teman

Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT; 
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- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

suami isteri sah; 

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

ALAMAT, hingga akhirnya berpisah; 

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan telah dikarunai

empat orang anak; 

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya  baik  dan  rukun,  namun  sejak  tahun  2019  saksi  tidak  tahu

kehidupan rumah tangganya karena Penggugat sudah pindah ke Nunukan;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  menasihati  Penggugat  agar  rukun  kembali

dengan Tergugat,; 

Bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  tidak  menyatakan

keberatan;

Bahwa,  berhubung  Penggugat tidak  sanggup  mengajukan  satu  orang

saksi lagi yang mengetahui permasalahan rumah tangganya dan sudah tidak

ada kemungkinan memberikan alat  bukti  lain  kecuali  yang telah  diajukan di

persidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat melengkapi alat

buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap sebagai berikut;

“Waallahi Demi Allah saya bersumpah bahwa yang saya dalilkan adalah

benar tidak lain dari yang sebenarnya;”

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi

dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,
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maka  Tergugat harus  dinyatakan  tidak  hadir,  dan  pemeriksaan  perkara  ini

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  jo Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  Majelis  Hakim telah  berupaya

menasehati  Penggugat secara  langsung  di  persidangan  agar  tidak  bercerai

dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka

upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

adalah  bahwa  sejak  bulan  Juli  tahun  2019  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat  tanpa  ijin  Penggugat  dan  tanpa  alasan  yang  sah.  Selama  itu

Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui

alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula

Tergugat  tidak  memberi  nafkah  wajib  kepada  Penggugat  dan  tidak

meninggalkan harta  benda yang dapat  digunakan sebagai  pengganti  nafkah

Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat. Atas

alasan  tersebut  Penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk

menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-

tidaknya tidak membantah dalil-dalil  gugatan Penggugat karena Tergugat tidak

pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian

sebagaimana yang dimaksud pada  Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9

tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974

tentang  Perkawinan,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  identitas  Penggugat  dalam  surat

gugatannya  tersebut  menjelaskan  mengenai  tempat  tinggal  Penggugat,

sehingga  perkara  ini  menjadi  kompetensi  relatif  dan  merupakan  wilayah

yurisdiksi Pengadilan Agama Tarakan dalam memeriksa dan memutus perkara

a quo;

Menimbang, bahwa bukti  P. (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah) yang telah

dinazegelen,  dan  cocok  dengan  aslinya,  merupakan  akta  otentik,  isi  bukti

tersebut  menjelaskan  mengenai  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat,

sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materiil,  serta

mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai  Pasal

Pasal 285 R.Bg  juncto Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada tanggal 26 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu  Penggugat memiliki

kapasitas  sebagai  pihak  dan  mempunyai  legal  standing untuk  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa  Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi

yaitu:  SAKSI  dan  SAKSI,  yang  telah  memberikan  keterangan  sebagaimana

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  saksi  tersebut  adalah  orang  dewasa  yang

memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi

secara  materil  relevan  dengan  dalil-dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat  serta  tidak  ada  halangan  diterimanya  kesaksian  saksi  tersebut,

maka  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil  sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang,  bahwa meskipun  Penggugat  telah  mengajukan dua  orang

saksi, namun saksi kedua tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat,

oleh  karena  itu  hanya  terdapat  satu  orang  saksi  yang  dapat  menerangkan

masalah  rumah  tangga  Penggaugat,  sedangkan  satu  orang  saksi  tanpa

didukung dengan bukti  lain,  belum mencapai  batas minimal  pembuktian dan

baru  dapat  dinilai  sebagai  bukti  permulaan,  sebagaimana  azas  yang

menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga
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dengan  demikian  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  belum  seluruhnya  dianggap

terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ada kemungkinan

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti lain selain dari apa yang

telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat

(1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk melengkapi alat

buktinya  dengan  mengucapkan  sumpah  pelengkap  (suppletoir)  di  muka

persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir)

yang telah diucapkan  Penggugat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  dan

materiil  sumpah,  sehingga  dapat  diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dan

menggantungkan putusan dalam perkara  ini  pada sumpah tersebut  sebagai

pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  bukti  tertulis

dan  keterangan  saksi  dan  sumpah suppletoir  di  muka  persidangan,  Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri  sah yang

menikah pada 26 Februari 2002 telah berhubungan layaknya suami isteri

dan telah dikaruniai empat orang anak; 

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga antara

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  penyebabnya  karena  Tergugat  memukul

Penggugat;

- Bahwa sejak tahun 2022 yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah tempat tinggal  karena Penggugat  pergi  meninggalkan Tergugat

pulang ke rumah orang tuanya; 

- Bahwa selama berpisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah

tidak menjalin komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri,

- Bahwa saksi  pernah menasihati  Penggugat  agar  rukun kembali  dengan

Tergugat, namun tidak berhasil; 
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim berpendapat  bahwa antara  Penggugat dengan  Tergugat telah  terjadi

keretakan  ikatan  batin  sebagai  suami  istri  karena  sejak  tahun  2019  rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat memukul

Penggugat, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah

berlangsung sekitar sejak tahun 2022, dan tidak ada harapan untuk kembali

rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat

telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah

tangga  seperti  itu  sudah  tidak  dapat diharapkan  untuk  mewujudkan  tujuan

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud

Pasal  3  Kompilasi  Hukum Islam di  Indonesia,  bahkan dalam rumah tangga

seperti  itu,  suami  dan  istri  sudah  tidak  dapat  menjalankan  hak  dan

kewajibannya masing-masing;

Menimbang,  bahwa  fakta  tentang  kondisi  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat  yang  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  maka

diperoleh  kesimpulan  bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat ternyata sudah tidak mencapai  tujuan luhurnya dan tidak ada pula

harapan  untuk  dipersatukan  kembali,  sehingga  apabila  tetap  dipertahankan

akan  mendatangkan  rasa  tidak  aman,  madharat  atau  mafsadat  daripada

maslahat   bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at

Islam  menghindari  madharat atau  mafsadat wajib  didahulukan  dari  pada

mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut:

Artinya  : “Menghindari  kerusakan  lebih  didahulukan  daripada  mengambil

kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan

pendapat  ahli  hukum  Islam  dalam  Kitab  Ghayatulmaram halaman  77  yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:
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Artinya : “Apabila  istri  telah  memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

maka  hakim  diperkenankan  untuk  menjatuhkan  talaknya  suami

dengan talak satu;

Menimbang, berdasarkan  pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim

berkesimpulan   bahwa   unsur-unsur   alasan  perceraian  sebagaimana   diatur

dalam Pasal  19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  jo.  Pasal  134  dan   Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia,  telah  terpenuhi.  Sehingga  gugatan  cerai  Penggugat  telah  cukup

alasan, yakni bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  dapat  hidup  rukun

sebagai  suami  isteri.  Oleh  karena  itu,  Majelis  Hakim  sepakat  untuk

mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat,

sebagaimana  yang  tercantum dalam petitum nomor  2  surat  gugatan,  maka

berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in shughra dari  Tergugat atas diri

Penggugat; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  biaya  perkara  dibebankan

kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp660000,00 ( enam ratus enam puluh  ribu rupiah );  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua

Majelis,  Ayu Nur Rahmawati,  S.H.I.,  M.H.I. dan  Nur Triyono, S.H.I.,  M.H.,

masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Sapruddin,  S.Kom.,  S.H.

sebagai  Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota, 

Ttd.

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Mustamin, Lc.
Hakim Anggota,

Ttd.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Sapruddin, S.Kom., S.H.
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Perincian Biaya Perkara:

-  PNBP : Rp 60.000,-

-  Proses : Rp 50.000,-

-  Pemanggilan : Rp 540.000,-

-  Meterai                           : Rp              10.000,-  

J u m l a h : Rp 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah)
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